BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1.

Terdapat persamaan dan perbedaan pengaturan keberadaan pidana mati

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht

voor Nederlandsch-Indie) dan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Persamaan pengaturan keberadaan pidana mati dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-

Indie) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pidana mati

selalu diancamkan secara alternatif. Sementara itu, perbedaan

pengaturan keberadaan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie) dan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

a.  Adanya perbedaan pengklasifikasian pidana mati dalam kedua
peraturan hukum tersebut. Pidana mati dirumuskan sebagai
pidana pokok dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie). Sementara
itu, pidana mati dirumuskan sebagai pidana yang bersifat khusus
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b.  Adanya perbedaan penjatuhan pidana mati dalam kedua peraturan
hukum tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek
van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie) tidak mengatur secara
jelas permasalahan penundaan atau tenggang waktu yang tepat
berkaitan dengan eksekusi pidana mati. Sementara itu, Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengaturan yang
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jelas terkait eksekusi pidana mati, yakni penjatuhan pidana mati
dengan adanya masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun.

2. Alasan dan latar belakang adanya perbedaan pengaturan mengenai
keberadaan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie) dan keberadaan
pidana mati dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah
adanya perubahan pemikiran pembuat undang-undang terkait pidana
mati. Pengaturan mengenai keberadaan pidana mati dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana diperlunak dibandingkan dengan
pengaturan mengenai keberadaan pidana mati dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-
Indie). Perlunakan tersebut didasarkan pada adanya kompromi politik.
Walaupun pembuat undang-undang ingin menghapus pidana mati,
namun masih terdapat masyarakat Indonesia yang memberlakukan
pidana mati. Oleh karena itu, pembuat undang-undang tidak menghapus
pidana mati, melainkan memberikan ruang bagi masyarakat Indonesia
yang masih memberlakukan pidana mati dengan memperlunak
keberadaan pidana mati dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Keberadaan pidana mati dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
tidak sesuai dengan teori pembinaan sebagai tujuan pemidanaan dalam
Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan dalam penulisan ini, penulis menyarankan agar
pidana mati dihapuskan dalam hukum pidana Indonesia, khususnya dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana.
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